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AN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGANC

BUPATL JEMBRANA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Sckretariat Dewan Perwakilun Rakyat Daerah {DPRD) Kabupaten
Jembrana, maka Perafuran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003
wwniang Pajuk Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golengan C dan
antuk  dapat  secara  efekiif dilaksanakan perlu  ditetapkan Peraturan
pelaksanaannya;

behwa dasar pengenaan dari ladf pajak yang sudah berlaku sesuai dengan
Kepumusan Bupati Nomor 1707 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan
T1aerah Kabupaten Jemnbrana No, 4 Tahun 2003 tentang Pajak dan Pengolahan
Rshan Galian Golongan C ada beberapa jenis pajak dan nilai jualnya sudah
ndak sesuat lagi dengan atla, pasar atan harga standar yang bary;

bahwa herdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatag, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati teniang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 4 {ahun 2003 teniang Paiak Pengambiian dan Pengolahan Bahan
Galian Gelengan C.

Undang-Undang Nomor 69 Talun 1938 wentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I dalam Wilayah Dacrah-daerah Tingkat | Rali, Nusa Tenggara Rarat
dan Nusa Tenggara Timur (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomer 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);

Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan
Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 1997 Nomor 68 |
Tumbahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

{ndang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
vang Bersih dan Bebas darl Korupe, Kolust dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republih Indonesia Tabun 1999 Nomwor 75; Tatbahan Lembaran Negara
tepublik Indohesia Nomor 3831 )

Undang-Undang Nomor 34 Tshun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 18 Tehun 1997 tentang Pajak Dacralt dan Retribust Daeral (Lembaran
Negara Republik mdonesia Tanun 2000 Nomor 240);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125 ; Tambahan
[ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437},



Menctapkan ¢

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kceuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintab Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawvaban Kevangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4022,

9, Peraturan Pemenintah Nomor 05 Tahun 2001 {entang Pajak Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor 118);

10. Keputusan Menteri Dalam Megesi Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman
Vata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemenksaan dibidang Fajak Daerah.

12, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Baban Galian Golongan C (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 28 );

13. Peraturan Daczah Kabupaten Jesabyana Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralgat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana
(Lemibaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan
I.embaran Daerah Nomor 101);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerak
Rabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 28 ),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DRUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAFRAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GUOLONGAN C.
PAB 1
SNAMA OBYER DAN SUBY EK PAJAK

Pasail |

(1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan  Pengolahan Bahan Galian

Gu_l(mg,an C dipungui pajak alas keglaian pengamdifan dan pengoldnan banan
galian golongan C' untuk nyuan komersial,

Obyck Pajak adalah kegiatan cxploitasi dan pengolahan  bahan galian golongan
> uniuk kemersial di wilayah Kabupaten Jembrana vang meliputi:

a. Batu karang

b. Pasir

¢. Tanah urug

d. Batu Besar



¢ Dasir Dam
t.  Bam Pondasi
g Batu pecah

Pasal 2

{1) Subyek pajak adalah ovang opribadi atau badan usaha yang melaksanakan/
mengexpioiiast dan  atau micngamibil bahan galian golongan C untuk tujuan
komersial.

(2} Wajib pajak adalah orang pribadi dan atan badan usaka yeng menyelenggarakan
usaha pertambangan bahan galian golongan C vyang meliputi exploitasi,
explorasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk tujuan
komersial dengan pembertan Sural 1iin penambangan Daerah (SIPD).

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 3

(1) Dasar pengenaan pajak dihitong berdaserkan kubikasi  hasil exploitasi bahan
galian golongan C dan harga jual bahan galian golongan C.

(2) Besarnya tant pajak pengambilan dan pengolahan bahan galhian golongan €
ditetapkan setinggi-tingginya 15 %  (lima belas persen) dari nilai jual harga
Juai exploitasi bahan gafian golongan C .

(3) Tarif pajak dimaksud pada ayat (2) masing-masing jenis bahan galian golongan
C ditelapkan schagai beaikat -

[ NO | JEMIS | VOLUME / TONASE/[  NILAIJUAL
f SATUAN (Rp)
] 2 [ 3 4
l
1 | Bam Karang LYk Rp. S§.000,00
2 *| Pasir A3 Rp. 30.000,00
3 1:l Tanah urug M3 Rp. 5.000,00
e '
4 | Batu besar { M3 Rp 20.000,00
et
5 | Pasir baw |I vi3 Kp. 30.000,00
[ 1 4
6 Ij Batu pondasi - [_ M3 Rp. 20.000.00
§
7 ]1 Batu pecah L M3 Rp. 35.000,00
| |
| |
! [ |
L %

(4) Ketentuan sehagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan secara perjodik oleh
Bupati sesuai harga rata-rata yang beriaku di lokasi serempat.

BAB T oo




BAB 1l
TUGCAS DAN TANGGCUNG JAWATR
Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana mempunyai

wyas dan langgungjawab -

a. Mengadakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap para penambang dan
peinegang Surat [jin Penambangan Daerah ( SIPD ) di Kabupaten Jembrana.

b. Mendata, memungut dan menagih serta menyetor pajak bahan Galian
Golongan C yvang ada di Kebupaten Jembrana,

i
Prgalls

Fragian  Keuangan  Setda,  Rabupaten  Jombrana  mempunyai  tugas  dan
tanggungiawab tentang pemertksaan surat keterangan dan tanda bukti penyetoran
pmak bahan galian golongan C pada saat para  kontraktor mcengajukan Surat
PPermuntaan Pembavaran .
BAB iV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Instanst vang terkait scbagmmana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal §
berkewajiban untuk melaksanakan wigas-tugas dan fanggungjawab masing-masing
dan berhak mendapat uang perangsang sesuai ketenfuan yang berfaku,
RBAB YV
PENUTUP
Pasal 7
ti)  Dengan dictophannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 1707
Tahun 2004 teniang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana

Nomor 4 Tahon 2003 tweniang Fajak Pengiombilan dan Pengolahan Bahan
Galon Golonean C dinvatakan fidak berlaku lags

(2y FPeraiwran ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

. Jigtapian @i Negara
p pada tanggal 23 Pehruari 20035
2 A~ BUPAL JEMBRANA,

L . IGEDE WINASA !
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‘Dumdangkan di Negara L
pada fangaal 24 Pebruan 2002
SERRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

7 {GDR SUINAYA
 BERITADARRAH KABUTPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 9.
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